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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan Hasil Penelitian Mengenai Pertanggungjawaban 

Pidana Pelaku Pemerasan Seksual Dalam Modus Love Scamming 

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam 

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatan, memperoleh, menggunakan, 

atau mengancam menyebarluaskan muatan seksual elektronik tanpa 

persetujuan korban merupakan bentuk Kekerasan Seksual Berbasis 

Elektronik yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerasan Seksual Dalam 

Modus Love Scamming Telah Diatur Secara Komprehensif Dalam 

UU TPKS  

Melalui pemberian hak atas penanganan, perlindungan, dan 

pemulihan. Korban berhak memperoleh pendampingan hukum, 

perlindungan identitas, layanan psikologis, bantuan medis, serta 

restitusi atas kerugian yang dialaminya. Kehadiran UU TPKS 
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memberikan kepastian hukum bagi korban sekaligus menjadi bentuk 

perlindungan negara terhadap korban kekerasan seksual berbasis 

elektronik. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat 

berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran korban untuk 

melapor, sulitnya pembuktian elektronik, serta penggunaan identitas 

palsu oleh pelaku yang dapat menghambat proses penegakan 

hukum. 

B. Saran 

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan 

efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan 

seksual berbasis elektronik, khususnya yang dilakukan melalui 

media sosial dan aplikasi kencan daring. Selain itu, diperlukan 

peningkatan kemampuan aparat dalam menangani pembuktian 

digital guna mendukung proses penegakan hukum yang lebih 

optimal. 

2. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran dan literasi digital 

agar lebih berhati-hati dalam berinteraksi di ruang digital serta tidak 

mudah memberikan informasi atau konten pribadi kepada pihak 

yang belum dikenal secara jelas. Dengan adanya kerja sama antara 

pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia platform digital, dan 

masyarakat, diharapkan kasus pemerasan seksual berbasis 

elektronik dapat diminimalisir. 
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